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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Definisi Asas Keadilan Hak Milik  

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak 

berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak 

sewenang-wenang.dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah 

semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar 

manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan 

sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan 

tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan 

sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama 

sesuai dengan hak dan kewajibannya.
1
 

Keadilan  menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil 

Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu 

keputusan yang berkeadilan  haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada 

fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.
2
 

Menurut Satjipto Rahardjo  sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo 

mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.” Keadilan 

tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil 

bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena 

                                                             
1 Manullang E.fernando M,  Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: buku kompas, 2007). 

Hlm.57 
2
Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari 

http://www.suduthukum.com diakses 6 September 2020, hlm. 5. 
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keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka 

tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu 

hakim.
3
 

Dalam kaitannya tentang keadilan juga harus diperhatikan tentang 

asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 

ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu berupa 

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Asas  cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat 

diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu yang 

lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan 

batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat 

diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di 

kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin 

diselesaikan dalam waktu enam bulan. 

 

B. Definisi Perjanjian  

Mengenai persetujuan/perjanjian itu sendiri diatur  dalam Pasal 

1313  KUH  Perdata,  berbunyi : Persetujuan adalah suatu  perbuatan 

dengan mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu 

orang atau lebih. Terhadap rumusan Pasal  1313 KUH Perdata, terdapat 

beberapa  pendapat yang  dikemukakan  oleh  para  sarjana  hukum, 

diantaranya  dikemukakan oleh R.Subekti, yang memberi pengertian 

                                                             
3
 Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa 

keadilan Masyarakat” dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 6 Desember 2020, hlm. 5 
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perjanjian,  sebagai  berikut : Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada  orang lain  atau dimana  dua  orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
4
 

R. Setiawan. “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena 

istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan 

hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan 

melawan hukum”
5
 

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata 

yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di 

mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau 

lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena 

mengandung beberapa kelemahan.   

Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313  KUH-

Perdata mengandung kelemahan karena:
6
 

1. Hanya menyangkut sepihak saja.   

Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya 

sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling 

mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara 

pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.   

 

                                                             
4
 Fajar Sugianto, Economic Analysis Of Law, (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm.39. 

5
 R.Setiawan, Pokok –Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 1999). Hlm.49.    

6
 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 1990). 

Hlm.78. 
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2. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus.   

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas 

tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung 

consensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.   

3. Pengertian perjanjian terlalu luas   

Luas lingkupnya juga mencangkup mengenai urusan janji kawin yang 

termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur 

adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta 

kekayaan. Perjanjian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313  KUH-

Perdata adalah perjanijan yang berakibat di dalam lapangan harta 

kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum tersebut bukan 

merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.   

4. Tanpa menyebutkan tujuan.   

Rumusan Pasal 1313  KUH-Perdata tidak mencantumkan tujuan 

dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang 

mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan 

perjanjian. 

1. Unsur-unsur Perjanjian  

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang 

dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau 

tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh 

Abdulkadir Muhammad sebagai berikut;
7
 

                                                             
7
 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm.78. 
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1. Ada pihak-pihak.   

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit 

terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang 

untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.   

2. Ada persetujuan.   

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan 

bukan suatu perundingan.  

3. Ada tujuan yang hendak dicapai.   

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.   

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.   

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.   

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.   

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau 

tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan 

bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai 

kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.   

6. Ada syarat-syarat tertentu 

Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak 

menjadi sah.   

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam 

Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian  obligatoir, yaitu perjanjian 
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yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang 

menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang 

membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak 

diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak 

menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas 

beban kedua belah pihak secara timbal balik.
8
 

2. Jenis-Jenis Perjanjian 

Perjanjian menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan adanya 

prestasi pada satu atau lebih pihak lainnya.  Perjanjian jenis ini didasarkan 

pada adanya prestasi atau timbulnya keuntungan, perjanjian ini dibedakan 

menjadi dua yaitu;   

1. Perjanjian dengan cuma-cuma.   

Perjanjian berdasarkan Pasal 1314 kalimat pertama  KUH-Perdata 

yang menyatakan “suatu persetujuan adalah mana pihak yang satu 

memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu 

manfaat bagi dirinya”.  

2. Perjanjian atas beban.   

Perjanjian atas beban berdasarkan Pasal 1314 kalimat kedua KUH-

Perdata yaitu “Suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing 

pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 

sesuatu”.  

                                                             
8
 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 3.  
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Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya berarti jenis-jenis 

perjanjian yang eksistensinya bersifat mandiri atau tidak mandiri dan 

fungsinya pokok atau tambahan/bantuan. Perjanjian menurut kemandirian 

dan fungsinya dibedakan menjadi dua jenis yaitu;   

1. Perjanjian pokok.   

Perjanjian yang eksistensi bersifat mandiri atau mempunyai eksistensi 

mandiri bagi perjanjian itu sendiri.  

2. Perjanjian bantuan/tambahan.   

Perjanjian yang eksistensinya tidak mandiri atau perjanjian yang tidak 

mempunyai kemandirian untuk eksistensinya perjanjian itu sendiri, 

melainkan tergantung pada perjanjian pokoknya, yang fungsinya 

menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian pokok 

tersebut. Fungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah 

atau menyelesaikan satu perbuatan hukum juga merupakan fungsi dari 

perjanjian jenis ini. 

Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian pelaksanaan 

prestasinya didasarkan pada syarat yang dapat ditentukan atau tidak 

ditentukan untuk berlakunya perjanjian. Perjanjian jenis ini dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu:  

1. Perjanjian dengan imbalan/penggantian   

Perjanjian yang prestasinya tidak ada hubungan dengan peristiwa 

kebetulan atau kejadian yang tidak terduga. 
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2. Perjanjian untung-untungan.  

Perjanjian yang prestasinya digantungkan pada peristiwa yang belum 

tentu terjadi. Diatur dalam Pasal 1774 KUH-Perdata yang menyatakan 

bahwa Persejuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang 

hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun 

sebagian pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. 

3. Syarat Sahnya Perjanjian  

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum 

haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata yakni;  

1. Kata sepakat   

Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan 

(Pasal 1321 KUH-Perdata). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan 

maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari 

perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati 

terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu.  Sepakat mengandung 

arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri 

ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian 

kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan 

penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH-Perdata. 

Menurut Herlien Budiono, sepakat artinya “perjanjian hanya dapat 

timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanian 
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“dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian 

digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.”
9
 Perkataan dibangun 

dengan dua orang atau lebih adalah bermakna dua pihak atau lebih 

karena bisa saja satu orang mewakili kepentingan lebih dari satu orang.  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.   

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika 

ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang 

dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka 

yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 1330  KUH-Perdatadata). 

Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak mampu membuat 

perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian 

tersebut.  

3. Suatu hal tertentu.   

Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai obyek perjanjian/pokok 

perikatan/ prestasi atau kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. 

Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu. 

Tujuan dari perjanjian adalah untuk timbul, berubah atau berakhirnya 

suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud bisa berupa tindakan yang 

mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu, atau tidak berbuat, sesuatu. Kewajiban tersebut harus dapat 

ditentukan. Ketentuan Pasal 1332 KUH-Perdata menyebutkan “hanya 

barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 

                                                             
9 Herlien Budiono II, Op.Cit, Hlm.5. 
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persetujuan.” Arti dari ketentuan ini bahwa barang yang dapat dijadikan 

sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau 

memiliki nilai ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat 

dengan mudah ditentukan nilainya.  

Obyek perjanjian bisa berupa barang, tetapi bisa pula bukan 

barang, seperti pada perjanjian kerja. Hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan saja yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUH-

Perdata). Barang-barang yang dalam prakteknya bisa diperjualbelikan 

dan dapat dinilai secara ekonomis. 

4. Suatu sebab yang halal.   

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab 

yang halal atau kausa yang halal. Kententuan Pasal 1335 KUH-Perdata 

menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat 

berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai 

kekuatan”. Arti dari pasal ini adalah perjanjian itu menjadi, batal demi 

hukum. 

 

C. Jual Beli  

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 

Wujud dari hukum jual beli adalah rangkaian hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dari pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. 
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Biasanya sebelum mencapai kesepakatan, didahului dengan tawar menawar, 

yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan tetep. 

Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut 

dinyatakan sah dan mengikat sehinga wajib dilaksanakan oleh penjual dan 

pembeli. Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam 

kehidupan masyarakat.
10

 Tujuan utama dari jual bel ialah memindahkan hak 

milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain. 
11

 

1. Konsep Jual Beli:  

1) Subjek Jual Beli  

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua  pihak yang saling 

membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. Pihak pertama 

tersebut penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli.  

2) Perbuatan Jual Beli  

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, 

penyerahan dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang 

menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli 

mengenai objek persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan 

mengalihkan hak milik atas objek jual daari penjual kepada pembeli. 

Pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari 

pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima  

3) Objek Jual beli  

                                                             
10

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 317. 
11

 Muhammad dan Alimin,  Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 

BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm 172. 
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Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat 

ditentukan baik wujud, jenis, jumah, maupun harganya dan benda itu 

memang benda yang boleh diperdagangkan. Benda yang dijualbelikan 

itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui secara jelas calon 

pembeli, dijual ditempat umum, dan tidak merugikan calon pembeli 

yang jujur. 

2. Asas terjadi Jual Beli  

1) Asas Konsensual  

Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian, jual beli 

itu sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara 

penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial 

perjanjian jual beli. Ketika penjual dan pembeli menyatakan setuju 

tentang benda dan harga, ketika itu pula jual beli  terjadi dan mengikat 

secara sah kedua belah pihak. Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, jual 

beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata 

sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan 

dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang 

dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang di kehendaki oleh 

pembeli.  

2) Persetujuan Kehendak   

Subekti menyatakan bahwa asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 

1320 KUHPerdata yang mengatur tentang unsur-unsur dan syarat-

syarat perjanjian sah.  Salah satunya adalah persetujuan kehendak, atau 
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kata sepakat antara pihak- pihak.Sejak tercapai kata sepakat, maka 

perjanjian jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak untuk 

memenuhinya.
12

 

3. Risiko dalam Jual Beli  

1) Risiko dan Keadaan Memaksa  

Risiko dalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa diluar kesalahan penjual dan pembeli.Masalah risiko 

merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar 

kesalahan penjual atau pembeli, yang menimbulkan munah atau rusak 

benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung 

jawab atas kerugian yang timbul.  

2) Pengaturan Risiko  

Menurut ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, jika benda yang dijual itu 

berupa benda yang sudah ditentukan, sejak saat terjadi pembelian, 

benda tersebut menjadi tanggung jawab pembeli meskipun 

penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut 

harganya.  

3) Pengaturan Risiko Tidak Adil  

Menurut Subekti, penerapan Pasal 1460 KUHPerdata ini oleh 

masyarakat dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dibatasi 

dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda yang 

menafsirkan Pasal 1460. Secara sempit menunjuk pada perkataan 

                                                             
12

 Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbin Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14 
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“benda tertentu” yang harus diartikan sebagai benda yang dipilih dan 

ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian tidak dapat ditukar dengan 

benda lain, dengan membatasi berlakunya Pasal 1460 seperti itu, 

keganjilan sudah dapat dikurang.
13

 

 

D. Konsumen  

Kata konsumen berasal  dari bahasa Inggris yaitu  consumer.  Dalam 

bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan  consument. Konsumen 

secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau 

menggunakan; pemakai atau pembutuh.”
14

  Pengertian konsumen secara 

yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, 

Pasal 4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan  diri sendiri, keluarga, orang 

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.   

a. Hak dan Kewajiban Konsumen  

Konsumen memiliki beberapa hak, sebagai berikut:  

4) Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

                                                             
13 Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm. 36-37 
14

 N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. 

ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor, hlm 23 
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5) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

6) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

7) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan;  

8) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

9) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

10) Hak  untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;  

11) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  

12) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 

1999, Pasal 5. Selain memiliki beberapa hak seperti di atas, seorang 

konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan, 

sebagai berikut:  
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1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi  dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan;  

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut; 

Kategori kedua diatas telah diadopsi menjadi pengertian konsumen 

secara yuridis formal yang dituangkan pada Pasal 1 angka 2 UUPK, yaitu:  

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”  

Selanjutnya pada Bab Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK 

dinyatakan bahwa: “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen 

akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau 

pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah 

konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses 

produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-

undang ini adalah konsumen akhir.”  

Dari uraian pengertian konsumen diatas, maka selanjutnya dapat 

ditarik dua pembagian pengertian konsumen, yaitu dalam arti luas yang 

mencakup dua kriteria konsumen (konsumen antara dan konsumen akhir), 
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dan pengertian konsumen dalam arti sempit, yaitu hanya mengacu pada 

konsumen akhir (end consumer). Di antara dua jenis atau kategori tersebut, 

yang dilindungi di dalam UUPK hanyalah konsumen akhir (end 

consumer).  UUPK mengatur mengenai perlindungan bagi konsumen 

akhir. Konsumen akhir dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:  

1) Pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang yang tidak 

mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, 

sandang, pangan, alat transportasi, dan sebagainya.  

2) Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang 

mengandung listrik atau elektronika seperti penggunaan lampu listrik, 

radio tape, TV, ATM, dan sebagainya.  

3) Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa 

konsumen, seperti: jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa 

pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi dan 

sebagainya. 

 

E. Pelaku Usaha  

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK pengertian dari pelaku usaha, yaitu:  

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”  
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Selanjutnya pada Bab Penjelasan tentang Pasal 1 angka 3 UUPK 

dinyatakan bahwa: “Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah 

perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-

lain. 

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas 

karena meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian 

pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian 

pelaku usaha dalam masyarakat Eropa, terutama negara Belanda, bahwa yang 

dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (finished 

product); penghasil bahan baku, pembuat suku cadang; setiap orang yang 

menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan cara mencantumkan 

namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakannya 

dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan 

maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau 

bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam 

hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.
15

 

seharusnya  digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku 

usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:  

a) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat barang tersebut 

jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen 

yang dirugikan.  
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b) Apabila barang yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar 

negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak 

mencakup pelaku usaha di luar negeri. 

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 

1999, Pasal 6. Hak  dan kewajiban pelaku usaha  Hak pelaku usaha 

sebagai berikut:  

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik;  

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen;  

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 
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5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 

1999, Pasal 7. Apabila terdapat hak, pasti terdapat pula kewajiban-

kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:  

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta  member penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;  

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku;  

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memeri jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan;  

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 
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2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha  

Secara umum prinsip–prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut: 
16

 

a. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (liability based on fault)   

Prinsip liability based on fault adalah prinsip yang cukup umum 

berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini menyatakan 

seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara 

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukanya.  

b. Praduga selalu bertanggungjawab (presumption of liability)  

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab 

sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Maka dari itu 

beban pembuktian terdapat pada si tergugat. 

c. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (presumption of nonliability)  

Lingkup transaksi konsumen dalam prinsip ini sangat terbatas, dan 

pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat 

dibenarkan.   

d. Tanggung jawab mutlak (strict liability)  

Prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 

menentukan. Namun, terdapat pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari prinsip ini, misalnya keadaan 

memaksa (force majeure). Keadaan memaksa ini adalah keadaan yang 
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terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan, seperti terjadi 

bencana alam. Secara umum prinsip tanggung jawab mutlak dalam 

hukum perlindungan konsumen digunakan untuk “menjerat” pelaku 

usaha (produsen), yang memasarkan produknya yang merugikan 

konsumen. 

e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability)  

Prinsip ini sangat disenangi oleh produsen untuk dicantumkan sebagai 

klausul pengecualian kewajiban dalam perjanjian standar yang 

dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen 

apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. 

Dari pengertian tersebut, maka pelaku usaha bertanggung jawab 

atas segala kerugian yang timbul dari hasil produksi atau jasanya. 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, 

Pasal 19. yaitu sebagai berikut:  

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

2) Ganti rugi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi.  

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), dapat diketahui bahwa 

tanggung jawab pelaku usaha meliputi sebagai berikut:  

1) Tanggung jawan ganti kerugian atas kerusakan.  

2) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran.  

3) Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.  

3. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 

Tahun 1999, Pasal 10. Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan 

barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan 

yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:  

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;   

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;  
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c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa; Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 

ditawarkan;  

d. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 

 

F. Teori Perlindungan Hukum  

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan 

hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut 

Philipus M. Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum 

Pancasila adalah sebagai berikut :  

a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat 

berdasarkan asas kerukunan.  

b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-

kekuasaan Negara.  

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir.  

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 


